
 

 
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR   5  TAHUN 2015 
 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 18 
TAHUN 2014 TENTANG BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  HULU  SUNGAI  TENGAH, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tarif Layanan Badan Umum 
Daerah pada RSUD H. Damanhuri Barabai ; 

 
   b.  bahwa  dengan adanya perkembangan masyarakat maka Peraturan 

Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Besaran 
Tarif Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum 
Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
perlu disesuaikan ; 

 
c. bahwa dengan adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Besaran 
Tarif Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum 
Daerah H. Damanhuri Barabai ; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang penetapan Undang-

Undang Nomor Darurat Nomor 03 Tahun 1953, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   5063); 

 
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor  23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4570); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

 
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49b / Menkes / SK / Per / XII 

/ 1989, tentang Rekam Medis / Medical Record; 
 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Pembentukan Susunan  Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 
Nomor 1 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010, tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 

 
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor  18 Tahun 2014 

Tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah.(Berita Daerah Nomor 18); 

 
24. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor  440 / 233 / 445 / 

Tahun 2011 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah. 

 



25. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor  440 / 266 / 445 / 
Tahun 2011 Tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2014 
BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA 
RUMAH SAKIT H. DAMANHURI BARABAI KABUPATEN HULU 
SUNGAI TENGAH. 

 
 

Pasal I 
 

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor  18 Tahun 2014 
Tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum 
Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga lampiran 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; 
 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 
 
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 
 
 

Ditetapkan di Barabai 
pada tanggal, 2 Februari 2015 
 
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

 
 

 
         H. HARUN NURASID 

 
Diundangkan di Barabai 
Pada tanggal 2 Februari 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, 
 
 

       H. A. AGUNG PARNOWO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN  2015 NOMOR : 5 


